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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam 
membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan Rantepao. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode 
penelitian deskriktif kualitatif. Teknik analisis yang digunakan reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan 
verifikasi. Berdasarkan hasil analisis data pembahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib 
pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan Rantepao telah dilaksanakan dengan lima 
indikator yang telah ditentukan yaitu kondisi sistem admistrasi perpajakan, pelayanan pada wajib pajak, 
penegakan hukum pajak, tarif pajak, pegetahuan perpajakan. Hasil temuan penelitian menunjukan bahaw kondisi 
sistem perpajakan yang diberjalankan sudah berjalan dengan baik dan efektif, pelayanan pada wajib pajak telah 
dijalankan dengan baik, penegakan hukum telah diberjalankan, tarif pajak sudah sesuai, pegetahuan yang masi 
sangat rendah.  
Kata Kunci: Kepatuhan, Pajak Bumi dan Bangunan, wajib pajak. 
 

Abstract 
This research aims to determine the factors that influence taxpayer compliance in paying land and building taxes 
in Rantepao sub-district. To achieve this goal, qualitative descriptive research methods were used. The analysis 
techniques used are data reduction, data presentation, conclusions and verification. Based on the results of data 
analysis, a discussion of the factors that influence taxpayer compliance in paying land and building taxes in 
Rantepao sub-district has been carried out using five predetermined indicators, namely the condition of the tax 
administration system, service to taxpayers, tax law enforcement, tax rates, knowledge. taxation. The results of 
the research findings show that the condition of the tax system being implemented is running well and effectively, 
services to taxpayers have been carried out well, law enforcement has been carried out, tax rates are appropriate, 
knowledge is still very low. 
Keywords: Compliance, Land and Building Tax, taxpayers. 
 

LATAR BELAKANG 

 Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiaya 

pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Hal ini tertuang dalam Anggaran 

Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan negara dari sektor pajak 

merupakan sumber penerimaan yang paling besar. Semakin besar pengeluaran pemerintah 

membiayai pembangunan nasional maka seharusnya diikuti oleh peningkatan penerimaan 

negara, agar peningkatan pendapatan negara mampu membiayai seluruh belanja dari pada 

pemerintah. 
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 Adapun dari sumber penerimaan yaitu penghasilan dari sumber pajak meliputi berbagai 

sektor perpajakan antara lain Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak 

Penjualan Barang Mewah (PPnBM), bea materai, Pajak Bumi Bangunan (PBB). Pajak Bumi 

dan Bangunan merupakan salah satu faktor sumber pemasukan negara, sumber pajak yang 

cukup potensial memberikan pendapatan yang sangat besar jika dibandingkan dengan sektor 

pajak lainnya.   

 Pentingnya pajak bumi dan bangunan bagi pemerintah dalam membiayai APBN maka 

seharusnya mendapat dukungan dari masyarakat melalui keterlibatan aktif dalam memberikan 

konstribusi pajak yang di tunjukan dengan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi. Tingginya  

kepatuhan pajak masyarakat akan mendukung pendapatan negara. Tingginya pendapatan 

negara juga akan membatu terealisasinya pembangunan nasional. Mengingat pentingnya 

konstribusi pajak dalam keberhasilan pembangunan nasional maka perlu dilakukan identifikasi 

strategis untuk kepatuhan pajak masyarakat. Dalam upaya penyusunan strategi peningkatan 

kepatuhan pajak diperlukan informasi tentang faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak 

masyarakat agar strategi yang akan disusun dapat digunakan dalam menyelesaikan 

permasalahan tersebut. 

 Menurut Siti Salmah (2018) menyatakan bahwa pengaruh pengetahuan dari kesadaran 

wajib pajak adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan selain itu, menurut Arif Rahman (2018) mengungkapkan 

bahwa kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan pendapatan berpengaruh terhadap 

kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan oleh wajib pajak.  Johan Yusnidar Sunarti & 

Arik Prasetya (2015) mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan 

pajak adalah pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan dan kesadaran wajib pajak serta 

sanksi wajib pajak yang tidak patuh terhadap pembayaran pajak. Dari uraian penelitian-

penelitian sebelumnya menunjukan bahwa faktor-faktor kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar pajak bumi dan bangunan dengan adanya tingkat kesadaran waji pajak, tingkat 

pendidikan dan pendapatan terpengaruh terhadap kepatuhan oleh wajib pajak dalam 

perpajakannya.   

Berdasarkan uraian diatas maka adapun persoalan penelitian yang di angkat dalam 

penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan pajak dalam 

melaksanakan kewajibanya membayar pajak bumi dan bangunan.  Berdasarkan uraian diatas 

maka penulis tertarik untuk meneliti atau mengkaji faktor yang mempengaruhi kepatuhan 

membayar pajak masyarakat dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rantepao” 
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KAJIAN TEORITIS 

1. Kondisi Sisitem Administrasi Perpajakan 

 Sistem administrasi perpajakan modern merupakan  prokram dari perwujudan dan 

kegiatan reformasi administrasi perpajakan yang mengalami perbaikan, penyempurnaan 

perbaikan kinerjanya baik secara kelompok, individu maupun kelembagaan agar sistem 

administrasi tesebut lebih ekonomis, cepat dan ekonomis. Sistem administrasi perpajakan   

bagian dari reformasi perpajakan yang dibangun di Indonesia yang secara bertahap dan 

dalam kompernsi bidang hukum perpajakan, kebijakan perpajakan maupun pengawasan 

perpajakan. Sehingga dengan sistem administrasi perpajakan ini dapat tercapai 

implementasi atas sistem administrasi  perpajakan yang lebih sempurna dari sebelumnya 

dan lebih stabil sebagai salah satu pilar kokoh fundemental pencapaian penerimaan pajak.  

2. Pelayanan Pada Wajib Pajak 

Pelayanan pajak merupakan pelayanan publik, definisi pelayanan perpajakan 

adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang berkaitan 

tentang perpajakan yang mempunyaii kepentingan pada organisasi ini sesuai dengan 

aturan pokok dan tata cara yang telah ditentukan. 

Kualitas pelayanan adalah segalah kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 

kantor pelayanan dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundangan, yang mana 

bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang diharapkan dapat meningkatkan 

kepatuhan dari wajib pajak. 

3. Penegakan Hukum Pajak 

Penegakan hukum adalah pusat dari seluruh aktivitas kehidupan hukum yang 

dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum penegakan hukum dan evaluasi 

hukum. Penegakan hukum dibidang perpajakan adalah tingkat yang dilakukan oleh 

pejabat terkait untuk menjamin supaya wajib pajak dan calon wajib pajak memenuhi 

ketentuan undang-undang perpajakan,  serta membayar pajak tepat waktu. 

Hukum pajak atau hukum fiskal merupakan aturan-aturan yang meliputi wawanag 

atau hukum pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang dan memeberikanya 

kembali kemasyarakat melallui kas negara. 

4. Tarif Pajak 

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan  pajak atas objek pajak yang menjadi 

tanggungjawab wajib pajak. Tarif pajak berupa persepsi yang sudah ditentukan oleh 
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pemerintah.  Ada beberpaja jenis tarif pajak dan setiap jenis pajak pun memiliki nilai tarif 

pajak yang berbeda-beda. Dasar dari pengenaan pajak merupakan nilai dalam bentuk 

uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak terutang.  

Menurut (Waluyo 2013:17) Mendefinisikan bahwa tarif pajak adalah pungutan 

pajak yang dilaksanakan pemerintah, dilaksanakan sedemikian rupa agar tidak 

merugikan masyarakat maka pemungutan pajak dan juga penetapan tarif pajak harus 

berdasarkan keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk 

kesejahteraan masyarakat. 

5. Pengetahuan Perpajakan 

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seseorang wajib pajak dalam 

mengetahui peraturan perpajakannya baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang 

yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan 

mereka.  Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan 

wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan mening. 

METODE PENELITIAN 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu mengetahui 

faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan 

di Kecamatan Rantepao. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

  Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan bersama informan mengenai kondisi 

sistem administrasi perpajakan, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum pajak, tarif 

pajak dan pengetahuan perpajakan, adalah sebagai berikut: 

1. Kondisi Sistem Administrasi Perpajakan 

 Sistem administrasi perpajakan modern merupakan  program dari perwujudan dan 

kegiatan reformasi administrasi perpajakan yang mengalami perbaikan, penyempurnaan 

perbaikan kinerjanya baik secara kelompok, individu maupun kelembagaan agar sistem 

administrasi tesebut lebih ekonomis, cepat dan ekonomis. Dengan adanya sistem 

administrasi perpajakan maka dapat diketahui tercapai implementasi atas sistem 

administrasi  perpajakan yang lebih sempurna dari sebelumnya dan lebih stabil sebagai 

salah satu pilar kokoh fundemental pencapaian penerimaan pajak.  

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan infoman mengenai 

kondisi sistem administrasi perpajakan yang dilaksanakan di Kecamatan Rantepao, 
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informan menjelaskan tentang kondisi sistem admistrasinya berjalan dengan sangat baik, 

hal ini diperkuat dari penyataan kepada informan salah satunya jawaban  dari ADS 

mengatakan bahwa:  

“Menurut pandangan saya sistem administerasi perpajakan di Kecamatan Rantepao 

yang sedang diberlakukan sudah berjalan dengan baik”(tanggal 20 Juli 2023) 

 Dari hasil wawancara bersama dengan ADS maka dapat dikatakan bahwa kondisi 

sistem administrasi perpajakan di Kecamatan Rantepao yang sedang diberlakukan atau 

yang sedang berjalan dikatakan sudah berjalan dengan baik dan sudah efektif. Dari 

wawancara tersebut penulis ingin lebih lanjut menggalih lebih dalam mengenai kondisi 

sistem administrasi perpajakan di Kecamatan Rantepao. Berikut adalah hasil wawancara 

dari MD megatakan bahwa: 

“Menurut pandangan  saya kondisi sistem administrasi perpajakan yang sedang 

diberlakukan di Kecamatan Rantepao sudah berjalan dengan baik karena saya tidak 

perlu waktu yang lama dan alurnya yang tidak berbelit-belit” (tanggal 21 Juli 2023) 

 Dari hasil wawancara bersama dengan inisial MD diatas maka dapat dikatakan bahwa 

kondisi sistem administrasi perpajakan diwilayah Kecamatan Rantepao sudah 

diberjalankan dengan baik karena didukung dengan keaktifan para wajib pajak dalam 

membayaran tagihan pajaknya keaktifan pembayaran dilakukan oleh parah wajib pajak 

karena adanya kemudahan-kemudahan pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak 

kepada wajib pajak. 

 

 

 Dari hasil pertanyaan yang diperoleh dari delapan informan semua menyatakan bahwa 

kondisi sistem administrasi yang diberjalan di kecamatan Rantepao sudah sangat baik: 

 Dari hasil wawancara bersama dengan para informan diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa kondisi sistem administrasi yang sedang dilakukan di Kecamatan Rantepao sudah 

dijalankan dengan baik dimana wajib pajak tidak mengalami kesulitan dalam membayar 

pajaknya karena sistem sangat fleksibel, sehingga secara keseluruhan kondisi admistrasi 

perpajakan telah berjalan secara efektif dan efisien.  

 

2. Pelayanan Pada Wajib Pajak 

 Kualitas pelayanan adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh kantor 

pelayanan dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundangan, yang mana bertujuan untuk 

8

8
𝑥 100 = 100% 



 
 

e-ISSN: 2985-7678; p-ISSN: 2985-623X, Hal 132-146 

menjaga kepuasan wajib pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib 

pajak. 

Berikut adalah hasil wawancara bersama dengan informan inisial  ADS mengenai 

pelayanan pada wajib pajak mengatakan bahwa. 

“Pengalaman saya pelayanan dari petugas pajak sudah maksimal, karena ketika 

melakukan pembayar kita dapat dilayani dengan baik dan petugasnya juga 

rama”(tanggal 20 Juli 2023) 

Dari hasil wawancara bersama dengan ADS diatas maka dapat dikatakan bahwa pelayanan 

dari petugas pajak kepada wajib pajak bahwa mereka dapat dilayani dengan baik dimana 

petugas rama kepada wajib pajak pada saat mereka melakukan pemungutan pembayaran 

pajak. Selanjutnya penulis melakukan wawancara yang lebih jauh dan diperoleh hasil 

wawancara dengan inisial KU mengenai pelayanan pada wajib pajak dalam membayar 

pajak dapat dikatakan bahwa: 

“Menurut pengalaman saya sudah maksimal, karena ketika membayar pajak ke kantor 

dapat dilayani dengan baik,”  (tanggal 21 Juli 2023) 

 Dari hasil wawancara dengan informan inisial KU diatas maka dapat dikatakan bahwa 

pelayanan petugas pajak kepada wajib pajak pada saat melakukan pembayaran pajak 

dikatakan sudah baik dan maksimal karena petugas pajak dapat melayani dengan baik 

kepada wajib pajak.  

   

 

 

Dari  hasil pertanyaan yang  telah diperoleh dari  informan semua menyatakan bahwa 

pelayanan pada wajib pajak yang telah berjalan di kecamatan Rantepao sudah maksimal 

dan sudah baik. 

 Dari hasil wawancara yang telah dikumpulkan bersama dengan para informan diatas 

mengenai pelayanan pada wajib pajak maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan pada 

wajib pajak di kecamatan Rantepao kepada wajip pajak telah maksimal dan sudah 

dijalankan dengan baik dimana petugas pajak dapat melayani wajib pajak dengan baik dan 

ramah bahkan mereka juga dapat mengatarkan tagihan pajak kerumah wajib pajak 

sehingga dapat memberikan kepuasan bagi wajib pajak pada saat melakukan pembayaran 

pajaknya. 
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3. Penegakan Hukum Pajak 

 Penegakan hukum adalah pusat dari seluruh aktifitas kehidupan hukum yang dimulai 

dari perencanaan hukum, pembentukan hukum penegakan hukum dan evaluasi hukum. 

Penegakan hukum dibidang perpajakan adalah tingkat yang dilakukan oleh pejabat terkait 

untuk menjamin supaya wajib pajak dan calon wajib pajak memenuhi ketentuan undang-

undang perpajakan,  serta membayar pajak tepat waktu. 

 Berikut adalah hasil wawancara bersama dengan informan inisial AR mengenai 

penegakan hukum pajak maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut: 

“Menurut saya sudah efektif, karena kita telah diberikan arahan sebelumnya, jika kita 

tidak membayar maka kita akan dikenakan denda”(tanggal 21 Juli 2023) 

 Dari hasil wawancara bersama dengan AR diatas maka dapat dikatakan bahwa 

penegakan hukum pajak sudah dijalankan secara efektif karena mereka telah diberikan 

arahan sebelumnya jika wajib pajak tidak membayar pajak maka mereka akan dikenakan 

denda.   

Lebih lanjut hasil wawancara bersama dengan informan inisial MR mengenai penegakan 

hukum mengatakan bahwa: 

“Menurut pengalaman saya iya sudah efektif, karena sebelum menjadi wajib pajak kita 

telah di arakan agar dapat memenuhi persyaratan pembayaran pajak”(tanggal 21 Juli 2023) 

 Dari hasil wawancara bersama dengan MR dikatakan bahwa penegakan hukum pajak  

kepada wajib pajak sudah efektif karena dimana wajib pajak sebelum menjadi wajib  

pajak mereka telah diarahkan tata cara sebagai wajib pajak agar dapat memenuhi 

persyaratan-persayaratan dalam pembayaran perpajakannya karena sanksi hukum pajak 

bersifat mutlak yang tidak bisa diabaikan. 

   

 

 

Dari hasil pertanyaan yang diperoleh dari delapan informan semua menyatakan bahwa 

penegakan hukum yang diberjalan di kecamatan Rantepao sudah diberjalankan: 

 Dari hasil wawancara dari informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa  penegakan 

hukum pajak di kecamatan Rantepao sudah berjalan dengan baik dan sudah dikatakan 

efektif karena setiap orang yang tidak membayar pajak dengan tepat waktu maka akan 

dikenakan sanksi berupa denda administrasi dan pelayanan, hal ini juga di anggap efektif 

karena para wajib pajak telah membayar pajak tepat waktu agar terhindar dari denda atau 

sanksi administrasi, selain itu sebelum menjadi wajib pajak mereka telah diberikan arahan 

8

8
 𝑥 100% = 100% 
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terlebih dahulu agar mereka dapat mengikuti aturan-aturan yang telah ditentkan dan dapat 

memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah diberlakukan sehingga wajib pajak dapat 

membayar pejaknya dengan tepat waktu. 

 

4. Tarif Pajak 

 Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi 

tanggungjawab wajib pajak, tarif  pajak berupa persepsi yang sudah ditentukan oleh 

pemerintah. Tarif pajak adalah tarif yang digunakan dalam menentukan besarnya pajak 

yang harus dibayar. 

Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan informan inisial ST 

mengenai tarif pajak sebagai berikut: 

“Tarif pajak yang dikenakan sudah sesuai karena pembayaran tidak terlallu 

 besar sehinga penghasilan cukup untuk  membayar tagihan pajak ”(tanggal 23 Juli 

2023) 

 Dari hasil wawancara diatas bersama dengan ST mengenai tarif pajak maka dapat 

dikatakan bahwa tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak telah sesuai sehingga 

pembayarannya yang dikenakan kepada wajib pajak dapat dibayar dengan penghasilan 

setiap wajib pajak. Lebih lanjut wawancara bersama informan inisial MR mengatakan 

bahwa: 

“Tarif pajak yang dikenakan sudah sesuai, karena jumlah tagihan pajak yang dibayar 

tidak terlalu besar”(tanggal 21 Juli 2023) 

Dari hasil wawancara dengan MR diatas mengenai tarif pajak dapat dikatakan bahwa tarif 

pajak yang dikenakan  sudah sesuai dimana jumlah tagihan yang dibayar tidak terlalu 

mahal dan tidak membebani wajib pajak sehingga dapat dikatakan sudah sesuai. 

 

 

Dari hasil pertanyaan yang diperoleh dari delapan mengenai jumlah tarif pajak 

informan semua menyatakan bawah sudah sesuai. Berdasarkan hasil wawancara 

yang dilakukan bersama dengan para informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tarif 

pajak yang dikenakan oleh wajib pajak sudah sesuai dimana dikatakan bahwa jumlah 

tagihan pajak yang mereka bayar tidak terlallu besar dan sudah sesuai sehingga mereka 

dapat membayar tagihan perpajakannya dari penghasilan, sehingga dapat membayar 

tagihan pajaknya. 

8
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5.  Pengetahuan Perpajakan 

 Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui 

peraturan perpajakan baik soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka 

bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.  

Berdasarkan hasil wawancara dari informan mengenai pengetahuan perpajakan, apakah 

bapak/ibu mengetahui cara menghitung pajak, berapa jumlah tagihan wajib pajak dan 

mengapa harus membayar demikian. 

 Berikut adalah hasil wawancara yang diperoleh bersama dengan informan inisial ADS 

tentang pengetahuan perpajakan bahwa: 

“Saya tidak tahu dengan jelas dalam perhitungan pajak, namun saya tahu bawah pajak 

adalah kewajiban bagi masyarakat yang memiliki harta” (tanggal 20 Juli 2023) 

Dari hasil wawancara dengan inisial ADS hal ini berarti bahwa informan mengetahui 

dengan benar apa yang dimaksud dengan pajak maka diperoleh bahwa tingkat pengetahuan 

wajib pajak masih sangat rendah  Namun hanya sebatas tentang kewajiban. Selanjutnya 

untuk menggali bagaimana tingkat pengetahuan pajak maka peneliti mengajukan 

pertanyaan tentang apakah wajib pajak mengetahui tata cara perhitungan pajak. Dan dari 

wawancara menunjukan bawah wajib mengetahui pajak sebagai kewajiban mutlak 

namuan bagaimana tata cara perhitungannya tagihan pajak pada umumnya wajib pajak 

tidak mengetahuinya. 

 

 

 

Dari hasil pertanyaan bersama dengan delapan informan yang diperoleh semua 

mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui dalam cara perhitungan pajak. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan maka diperoleh bahwa tingkat 

pengetahuan para wajib pajak pada kecamatan Rantepao masih sangat rendah. 

 

Pembahasan Persoalan Penelitian 

 Kondisi sistem administrasi perpajakan, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum 

pajak, tarif pajak dan pegetahuan pajak merupakan upaya dalam mengetahui faktor 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, yang sangat 

dibutuhkan oleh pemerintah dari setiap wajib pajak untuk mendukung pendapatan 

pemerintah dalam memenuhi Anggaran Pendapatan  dan Belanja Negara (APBN) dapat 

dibahas sebagai berikut: 

8

8
 𝑥 100% = 100% 
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1. Kondisi Sistem Administrasi Perpajakan 

 Kondisi sistem administrasi keadaan dimana cara-cara atau prosedur pengenaan 

dan pemungutan dimana proses dapat dimanfaatkan dan mendayagunakan. Sehingga 

dengan sistem administrasi perpajakan ini dapat tercapai implementasi atas sistem 

administrasi  perpajakan yang lebih sempurna dari sebelumnya dan lebih stabil 

sebagai salah satu pilar kokoh fundemental pencapaian penerimaan pajak.   

 Kondisi sistem administrasi perpajakan berdasarkan hasil wawancara sesuai 

dengan hasil tersebut dimana wajib pajak mengatakan bahwa kondisi sistem 

administrasi perpajakan yang sedang diberlakukan dikatakan sudah berjalan dengan 

baik dan sudah efektif, selain itu juga wajib pajak mengatakan sudah efektif karena 

dimana wajib pajak dapat melihat dan merasakan dari pelayanan admistrasi yang telah 

dijalankan dengan baik. Maka dari itu jika kondisi yang dijalankan dengan baik maka 

dapat memberikan dukungan dari wajib pajak dalam kepatuham membayar pajak dan 

dapat melaporkan perpajakannya dengan baik. Sistem administrasi perpajakan  bagian 

dari reformasi perpajakan yang dibangun secara bertahap dan dalam komperensi 

bidang hukum perpajakan, kebijakan perpajakan maupun pengawasan perpajakan. 

 Kondisi sistem administrasi perpajakan sebagai indikator dapat ditunjukan 

bahwa kondisi sistem administrasi perpajakan di wilayah kecamatan Rantepao yang 

telah dijalankan dengan baik dapat dikatakan sudah dijalankan dengan baik dan efektif 

karena dimana dapat dilihat dari keaktifan wajib pajak dalam membayar pajak karena 

pelayanan administrasi yang diberikan oleh petugas pada wajib pajak sangat baik 

sehinga wajib pajak dapat merasakan kondisi sistem administrasi perpajakan.   

2. Pelayanan Pada Wajib Pajak 

   Pelayanan pajak merupakan pelayanan publik, definisi pelayanan perpajakan 

adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang berkaitan 

tentang perpajakan yang mempunyai kepentingan pada organisasi ini sesuai dengan 

aturan pokok dan tata cara yang telah ditentukan. 

 Pelayanan pada wajib pajak sesuai dengan hasil wawancara dikatakan bahwa 

pelayanan petugas pajak kepada wajib pajak pada saat melakukan pembayaran pajak 

mereka dapat dilayani dengan baik dan dikatakan sudah maksimal karena dimana 

petugas pajak dapat melayani dengan ramah kepada wajib pajak. Dengan adanya 

pelayanan yang baik dari seseorang maka akan memberikan kenyaman kepada orang, 

maka dari itu petugas pajak  harus benar-benar memberikan kenyamanan yang baik 

kepada wajib pajak  sehingga mereka dapat  menjalankan tugas dan  
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tanggungjawabnya dengan baik sehingga mereka dapat membayaran  pajak  yang 

maka wajib pajak dapat membayar pajak dengan pelayanan yang baik. 

 Pelayanan pada wajib pajak sebagai indikator pada data yang diperoleh dapat 

dikatakan bahwa pelayanan dari petugas kepada wajib pajak di kecamatan Rantepao 

sudah dikatakan baik dimana petugas  pajak dapat memberikan pelayanan yang cukup 

dalam menjalankan tugas pelayanannya sehingga wajib pajak dapat merasakan 

pelayanan yang baik pada saat melakukan pembayaran dalam membayar 

perpajakannya. Maka dari itu petugas telah menjalankan tugasnya dengan baik 

sehingga wajib pajak patuh dalam membayar pajak. 

3. Penegakan Hukum 

 Penegakan hukum adalah pusat dari seluruh aktivitas kehidupan hukum yang 

dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum penegakan hukum dan evaluasi 

hukum. Penegakan hukum dibidang perpajakan adalah tingkat yang dilakukan oleh 

pejabat terkait untuk menjamin supaya wajib pajak dan calon wajib pajak memenuhi 

ketentuan undang-undang perpajakan,  serta membayar pajak tepat waktu. 

 Penegakan hukum sesuai dengan hasil wawancara bersama dengan informan 

dikatakan bahwa penegakan hukum pajak sudah dijalankan secara efektif karena 

dimana mereka telah diberikan arahan sebelumnya dikatakan jika wajib pajak tidak 

membayar pajak maka mereka akan dikenakan denda.  Dengan adanya hukum yang 

dikenakan oleh wajib pajak maka wajib pajak tidak akan lalai dalam membayar 

perpajaknnya sehingga mereka bisa patuh. Maka dari itu wajib pajak sebelum menjadi 

wajib pajak mereka telah diajarkan tata cara sebagai wajib pajak agar dapat memenuhi 

persyaratan-persyaratan dalam pembayaran perpajakannya. 

  Penegakan hukum sebagai indikator melalui pengukuran dan pengumpulan data 

maka diperoleh hasil bahwa penegakan hukum di kecamatan Rantepao kepada wajib 

pajak telah dijalankan dengan baik dimana wajib pajak dapat diarahkan tentang tata 

cara dalam menjadi wajib pajak agar dapat memenuhi ketentuan undang-undang 

perpajakan dimana sanksi hukum pajak bersifat mutlak yang tidak bisa diabaikan 

sehingga wajib pajak dapat membayar pajak tepat waktu.  

4. Tarif Pajak 

 Tarif pajak merupakan dasar pengenalan  pajak atas objek pajak yang menjadi 

tanggungjawab wajib pajak. Tarif pajak berupa persepsi yang sudah ditentukan oleh 

pemerintah.  
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 Berdasarkan hasil wawancara sesuai dengan  hal tersebut dimana tarif pajak 

yang dikenakan oleh undang-undang kepada wajib pajak  sudah sesuai tarif pajak yang 

dikenakan kepada wajib pajak telah seseuai sehinga pembayaran yang dikenakan oleh 

wajib pajak dapat dibayar dengan penghasilan setiap wajib pajak, juga dikatakan tarif 

pajak yang dikenakan sudah sesuai dimana jumlah tagihan yang di bayar tidak terlalu 

mahal dan tidak membebani wajib pajak sehingga dapat dikatakan sudah sesuai. 

 Untuk indikator mengenai tarif pajak dapat ditujukan bahwa tarif pajak yang 

dikenakan oleh setiap wajib pajak dimana wajib pajak dapat dan menyadari bahwa tarif 

pajak yang dikenakan sudah sesuai dengan jumlah tagihan yang telah dikenakan oleh 

setiap wajib pajak dimana pembayaran atau tagihan pajak tidak terlalu besar sehingga 

penghasilan dari setiap wajib pajak dapat memenuhi pembayaran tarif pajak yang 

dikenakan.  

5. Pengetahuan Perpajakan  

 Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seseorang wajib pajak dalam 

mengetahui peraturan perpajakannya baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-

undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi 

kehidupan mereka.   

  Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan 

wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Pada 

umumnya seseorang yang memiliki pendidikan akan sadar dan patuh terhadap hak dan 

kewajibannya, tanpa harus dipaksakan dan diancam oleh beberapa sanksi dan hukuman. 

Wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang pajak, secara sadar diri akan patuh 

membayar pajak. Mengetahui bagaimana alur pemerintahan pajak tersebut akan 

berjalan, sehingga manfaat membayar pajak tersebut dapat dirasakan. Hal ini belum 

sepenuhnya sejalan dengan hasil wawancara bersama informan namun didalam 

perhitungan perpajakan belum sepenuhnya diketahui oleh wajib pajak. 

  Jika seseorang tidak mematuhi kewajiban membayar pajak, maka mereka dapat 

dikenai sanksi atau denda. Hal ini disebabkan karena hasil pajak digunakan oleh 

pemerintah untuk pembangunan. Pajak bumi dan bangunan merupakan pungutan wajib 

atas kepemilikan tanah dan bangunan, karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial 

ekonomi dari individu atau badan yang memiliki hak atas tanah dan bangunan tersebut 

atau mendapatkan manfaat dari tanah dan bangunan tersebut. Wajib pajak umumnya 

tidak mengetahui prosedur perhitungan pajak bumi  sehingga mereka hanya melakukan 
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pembayaran saat jatuh tempo. Tarif PBB untuk objek pajak dikatakan tidak diketahui 

persisnya, hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dari pihak pemerintah. 

  Dari indikator pengetahuan perpajakan oleh wajib pajak diperoleh hasil bahwa 

pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan masih sangat rendah. Hal ini berarti bahwa 

wajib pajak hanya patuh dalam pembayaran saja namun tidak mengetahui tentang 

tatacara perhitungan pajak. Oleh karena itu para pemangku jabatan  dalam hal ini adalah 

petugas perpajakan perlu melakukan edukasi peningkatan pengetahuan tentang 

perpajakan agar masyarakat sebagai wajib pajak memenuhi tanggung jawab dengan 

pengetahuan yang benar sehingga dapat memberi motivasi yang lebih dalam untuk 

mendukung keberhasilan pembangunan daerah yang bersumber dari pajak.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan   

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut: 

1. Adanya kondisi sistem administrasi yang berjalan dengan baik. 

2.  Adanya pelayanan pada wajib pajak yang baik. 

3. Adanya penegakan hukum yang diberjalankan dan tarif pajak yang dikenakan pada 

wajib pajak tidak terlalu besar. 

 Tingginya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, namun Pengetahuan tentang 

perhitungan  pada wajib pajak tidak di ketahui wajib pajak.  

Saran  

 Adapun saran-saran yang ingin peneliti harapkan setelah melakukan penelitian yakni 

diantaranya: 

1. Perlu dilakukan pembinaan kepada wajib pajak agar dapat meningkatkan 

pengetahuan perpajakannya. 

2. Perlu membuat aplikasi tagihan pajak berbasis android. 
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